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ABSTRAK  

Secara sederhana platform kesehatan online merupakan penyelenggaraan layanan 
kesehatan yang dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai 
penunjangnya. Umumnya pelayanan kesehatan secara online ini disebut 
telemedicine. Beberapa platform kesehatan online yang sering digunakan oleh 
masyarakat Indonesia adalah Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis mengenai perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi 
kesehatan online di Indonesia, apa saja perlindungan hukum bagi pasien yang 
mengalami kerugian akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam layanan konsultasi 
kesehatan online serta bagaimana penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia 
layanan konsultasi kesehatan online. Penelitian hukum normatif ini mengkaji 
problema norma yang terjadi yaitu kekaburan norma atau vague of norms dari 
pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan konsultasi 
kesehatan online di Indonesia. Penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia 
layanan konsultasi kesehatan online Bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap 
pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia 
dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum 
administrasi. 
Kata Kunci:. Perlindungan Hukum,  Pasien Telemedicine 

 
ABSTRACT 

In simple terms, an online health platform is the provision of health services that 
are carried out online using the internet as a support. Generally, this online health 
service is called telemedicine. Some online health platforms that are often used by 
Indonesians are Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, and HiDok. Based on 
this background, this study aims to analyze the legal protection of patients in online 
health consultation services in Indonesia, what are the legal protections for patients 
who suffer losses due to medical errors or negligence in online health consultation 
services and how to resolve problems between patients and online health 
consultation service providers. This normative legal research examines the problem 
of norms that occur, namely the vagueness of norms or vague of norms from the 
legal protection arrangements for patients who use online health consultation 
services in Indonesia. Problem solving between patients and online health 
consultation service providers The form of legal responsibility of doctors for 
telemedicine services in the structure of Indonesian legislation can be in the form of 
civil law responsibility, criminal law and administrative law. 
Keywords: Legal Protection, Telemedicine Patients 
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A. PENDAHULUAN 

Kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia yang menentukan bagaimana standar kualitas hidup 
masyarakat terkait kesehatan pada tiap individunya(Alviani & Shomedran, 
2023). Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia tidak hanya ditentukan oleh 
kondisi kesehatan masyarakatnya saja, namun juga ditentukan oleh 
ketersediaan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan yang tersedia dan 
diberikan serta sistem dari pelayanan kesehatan itu sendiri yang menentukan 
bagaimana suatu individu dalam masyarakat dilayani dalam hal keperluan 
kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Rokhmah, 2013). Kesehatan 
masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, mengatasi masalah kemiskinan, dan 
mendukung proses pembangunan di Indonesia. Kondisi kesehatan individu 
memiliki dampak yang kuat pada keadaan dan produktivitas mereka. Selain 
itu, masyarakat yang sehat secara fisik dan mental juga memiliki kontribusi 
kunci dalam mendorong perkembangan ekonomi dan upaya mengurangi 
kemiskinan di Indonesia (Anggreini & Susilawati, 2023).  

Kondisi umum kesehatan masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh 
berbagai faktor diantaranya kondisi lingkungan, perilaku individu dalam 
masyarakat dan pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, pemerintah 
bertanggung jawab dalam mengatur kepentingan pelayanan publik termasuk 
pemberian pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat 
(Muhammad et al., 2023). Pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adalah bentuk kecukupan 
kebutuhan kesehatan sesuai prinsip dan standar kesehatan dan peraturan yang 
berlaku. Pelayanan adalah suatu tindakan yang diberikan baik secara 
komersial maupun non-komersial (Zariyah et al., 2023). Pelayanan yang 
komersial pada umumnya diberikan dengan dasar atau tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan yang seringkali dikelola oleh pihak swasta. Adapun 
pelayanan non-komersial pada umumnya diberikan dengan tujuan mengabdi 
kepada masyarakat, bangsa maupu negara dan tidak digunakan dalam 
mendapatkan keuntungan. Pelayanan jenis ini pada umumnya dikelola oleh 
pemerintah(Hasan & Zaky, 2022).  

Pada realitasnya bidang kesehatan sendiri tidak dapat melepaskan diri 
dari derasnya kemajuan teknologi yang membuat adanya kebutuhan akan 
kemudahan untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dapat 
dilakukan setiap saat dan dimanapun tanpa harus berangkat ke Rumah Sakit. 
Kebutuhan akan layanan inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai 
platform kesehatan online yang menyediakan jasa di bidang kesehatan 
(Yuliana & Bagiastra, 2021).  Secara sederhana platform kesehatan online 
merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara online 
dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Adapun secara umum 
pelayanan kesehatan secara online ini lazim disebut telemedicine. Beberapa 
platform kesehatan online yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia 
adalah Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok (Pramudita et 
al., 2022).  
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Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, tetapi 
teknologi berperan seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan 
kerugiaan bagi para penggunanya jika tidak disikapi dengan bijaksana. 
Revolusi Industri 4.0 membuat siapapun penggunanya dapat mengunggah 
konten dan berperan sebagai siapa saja dalam daring ini. Hal ini tentu saja 
dapat memberikan kerugian terhadap pasien jika tidak disikapi dengan 
bijaksana. Berbagai permasalahan dapat muncul seperti adanya fenomena 
dokteroid, kejelasan kontrak terapeutik, standarisasi alat menjadi tantangan 
dalam penggunaan layanan kesehatan online (Budiyanti & Herlambang, 2021).  

Layanan kesehatan online ini juga memberikan pengaruh pada hubungan 
dokter dan pasien terutama terkait rasa percaya. Pasien memiliki hak untuk 
dilindungi baik berkaitan dengan data pribadi milik pasien, kondisi kesehatan 
pasien maupun diagnosis pasien. Hal ini diatur salah satunya dalam “Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” yang 
menyatakan bahwa “setiap individu pengguna barang maupun jasa yang ada 
dalam lingkungan masyarakat baik bagi kepentingan individu itu sendiri, 
keluarga maupun orang lain dan makhluk hidup tidak untuk diperjualbelikan 
dan diperdagangkan”. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum 
mengatur secara khusus perlindungan bagi pasien tak terkecuali pasien 
telemedicine.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis mengenai perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi 
kesehatan online di Indonesia.  

 
 
B. METODE 

Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yang terjadi 
yaitu kekaburan norma atau vague of norms dari pengaturan perlindungan 
hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan konsultasi kesehatan online di 
Indonesia. Field Research, yaitu penelitian yang menekankan pada quality 
jasa berupa fenomena atau gejala sosial mengenai makna dibalik kejadian 
tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan 
konsep teori. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dan pengolahan 
bahan hukum berupa analisa kualitatif. 

 
 

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN  

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat 
Salah Diagnosis Dalam Platform Kesehatan Online 
Perlindungan hukum adalah usaha untuk menjamin keamanan individu 

dengan seimbang antara prinsip-prinsip hukum dan penerapan nilai-nilai 
dalam tindakan dan perilaku untuk memastikan ketertiban dalam kehidupan 
masyarakat. Ketika kita menyelidiki isu perlindungan hukum bagi pasien dalam 
layanan kesehatan online, langkah pertama adalah memahami hak dan 
kewajiban yang melekat pada pasien sesuai dengan peraturan hukum yang 
berlaku (Isnawan, 2023). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 
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2020, Pasal 18 ayat (1) secara tegas menguraikan hak-hak peminta konsultasi 
dalam platform kesehatan online, yang meliputi hak untuk menerima jawaban 
konsultasi dan/atau menerima pandangan ahli sesuai standar, serta menerima 
informasi yang akurat, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur tentang 
hasil konsultasi dan/atau pandangan ahli. Di sisi lain, pemberi layanan 
konsultasi telemedicine juga memiliki sejumlah kewajiban yang mencakup 
pengiriman informasi medis dalam berbagai bentuk (seperti gambar, 
pencitraan, teks, biosinyal, video, atau suara) melalui transmisi elektronik 
sesuai dengan standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau 
mendapatkan pandangan ahli. Mereka juga wajib menjaga kerahasiaan data 
pasien dan memberikan informasi yang akurat, jelas, dapat 
dipertanggungjawabkan, dan jujur kepada pasien tentang hasil konsultasi 
dan/atau pandangan ahli (Wempie Jh. Kumendong, 2018). 

Berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan  secara  aktual  
ditengah  masa  COVID-19  telah  ditetapkan Peraturan  Konsil Kedokteran 
Indonesia No. 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan  Klinis  dan  Praktik  
Kedokteran  Melalui Telemedicine  Pada  Masa CoronaVirus Disease   2019  
(Covid-19)  di  Indonesia yang  menentukan  melalui  Pasal  9  bahwa  terdapat  
beberapa  larangan  yang  mesti  ditaati  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  
menyelenggarakan praktik kedokteran  dengan  konsep telemedicine yakni, 
Telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara  langsung  tanpa  
melalui  Fasyankes, Memberikan penjelasan yang tidak  jujur, tidak  etis,  dan  
tidak  memadai (inadequate  information) kepada  pasien  atau  keluarganya, 
Melakukan   diagnosis dan tata laksana di luar kompetensinya, Meminta   
pemeriksaan penunjang   yang   tidak   relevan, Melakukan tindakan tercela, 
tindakan intimidasi atau tindakan  kekerasan  terhadap  pasien  dalam  
penyelenggaraan  praktik  kedokteran, Melakukan tindakan  invasif  melalui  
telekonsultasi, Menarik biaya diluartarif yang sudah ditetapkan oleh Fasyankes 
dan/atau Memberikan surat keterangan sehat. 

Pada praktik konsultasi dokter online dimana pihak penyelenggara tidak 
bekerjasama dengan fasilitas kesehatan, maka dokter terkait belum tentu 
memiliki SIP yang terdaftar dalam pelayanan online tersebut, melainkan 
dokter hanya memerlukan STR untuk mendaftar (Ramdoni & Herdiansyah, 
2023). Keadaan ini tentu membingungkan dan cenderung bertentangan dengan 
apa yang telah disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran, terlebih 
dikhawatirkan bahwa dokter tersebut belum terdaftar di dinas kesehatan 
setempat sehingga tidak memiliki SIP. Hal seperti ini akan sangat berbahaya 
bagi kepentingan dan hak pasien bilamana terdapat sengketa medis karena 
akan mempersulit masalah pertanggungjawaban. UU Kesehatan menyebutkan 
bahwa merupakan hak seluruh warga negara untuk mendapatkan informasi 
kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan bertanggungjawab. 
Pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan (dokter) tidak terdaftar dan 
tidak mempunyai perijinan yang jelas tentu bukan bentuk dari pelayanan 
kesehatan yang bermutu dan bertanggung jawab, terlebih hal ini melanggar 
hak pasien itu sendiri. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan bertanggung 
jawab tentu harus memiliki legalitas yang jelas, terpantau dan dijamin oleh 
negara. Hal ini tercapai dalam wujud STR dan SIP bagi setiap dokter yang 
melakukan praktik kedokteran. Sehingga diperlukan ketentuan lebih jelas 
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mengenai perijinan/legalitas bagi dokter dalam pelayanan konsultasi online 
(Fariz, 2021). 

UU Praktik Kedokteran, Lafal Sumpah Dokter, dan KODEKI menyebutkan 
dan menegaskan berulang kali bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi 
profesinya dan menjalankan profesi tersebut dengan standar setinggi-
tingginya. Yang dimaksud dengan standar setinggi-tingginya berarti standar 
yang tidak ditoleransi maupun dikurangi. Hal tersebut termasuk segala unsur 
penegakan diagnosa, mulai dari anamnesis hingga pemeriksaan fisik dan 
pemeriksaan penunjang. Semua hal ini dilakukan demi menjunjung tinggi 
profesi dokter dan mengutamakan keselamatan pasien. Pelayanan yang dapat 
diberikan oleh dokter melalui konsultasi online dan tidak melanggar Lafal 
Sumpah Dokter, KODEKI, maupun UU Kedokteran adalah wawancara atau 
anamnesis. Anamnesis dapat dilakukan melalui media online dengan audio 
maupun audiovisual (Arif, 2018).  

Wawancara melalui anamnesis ini dapat bersifat edukasi yang berfungsi 
untuk menjawab keluhan kesehatan yang dimiliki pasien tanpa menegakan 
diagnosa. Edukasi dapat berupa penjelasan mengenai sebuah kondisi 
kesehatan tertentu yang bersifat umum, maupun sebagai informasi sebelum 
kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Pada Konsultasi online dapat 
menjawab pertanyaan pasien seputar masalah kesehatan yang lebih umum, 
yang tidak membutuhkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Edukasi dalam hal 
ini termasuk dalam tindakan preventif dan promotif pelayanan kesehatan yang 
tercantum dalam UU Kesehatan. Teori kedokteran menyebutkan bahwa 70% 
diagnosa didapatkan dari anamnesis. Namun, pemeriksaan fisik merupakan 
bagian yang tidak kalah penting dalam proses penegakan diagnosa. Seperti 
telah kita ketahui, melakukan pemeriksaan fisik melalui media online hampir 
tidak memungkinkan. Beberapa kasus mungkin dapat diselesaikan dengan 
mengirimkan gambar secara online, namun hal ini pun tidak dapat selalu 
terjadi. Terdapat beberapa keterbatasan seperti pencahayaan dan sudut yang 
tidak sesuai yang menjadi kendala. Dengan demikian, sangat sulit bagi seorang 
dokter untuk dapat menegakkan diagnosa melalui konsultasi online. Sehingga, 
seharusnya penegakan diagnosa tidak dilakukan dalam konsultasi online 
karena berada di luar kewenangannya. Apabila seorang dokter tidak dapat 
menegakan diagnosa, maka dokter tersebut juga tidak dapat mengeluarkan 
resep obat dan melakukan tatalaksana lebih lanjut. Hal ini dikecualikan pada 
konsultasi online yang berada di bawah fasilitas kesehatan kepada pasien 
kontrol yang telah terlebih dahulu dilakukan konsultasi tatap muka. Dalam 
kondisi tersebut, dokter dapat memberikan resep maupun obat yang dapat 
diperoleh di apotik yang sudah ditentukan (Kustiyanti, 2023). 

Pelaksaan konsultasi online dengan landasan hukum yang tidak konkrit 
mengancam hak pasien secara langsung. Demi melindungi hak pasien, maka 
dibutuhkan batasan pelaksanaan konsultasi online. Batasan ini diperlukan 
untuk mempertegas wewenang dokter dalam konsultasi online guna menjamin 
hak pasien terpenuhi dan tidak dilanggar. Spektrum wewenang dokter dalam 
konsultasi tatap muka tentu perlu dibedakan dengan wewenang dokter dalam 
konsultasi online. Berbagai kekurangan dari konsultasi online perlu dijadikan 
pertimbangan dalam wewenang dokter, salah satunya dalam proses penegakan 
diagnosa dan pemberian resep dan obat bagi pasien. Hal ini dilakukan agar 
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pasien mendapat pelayanan yang bermutu dan bertanggung jawab, dan pada 
akhirnya melindungi hak pasien dari kerugian fisik maupun materi guna 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjamin. Peraturan-peraturan 
mengenai pelaksanaan telemedicine dan digitalisasi dunia kesehatan masihlah 
sangat umum dan tidak spesifik di Indonesia seakan hanya mencomot dan 
menyambung-nyambungkan. Sebagian besar peraturan tersebut belum 
mengatur mengenai pelaksanaan konsultasi dokter online itu sendiri yang 
meliputi kewenangan dan batasan-batasan pelaksanaan, seperti sampai mana 
seorang dokter dapat melakukan praktiknya secara digital. 

 
b. Penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi 

kesehatan online 
Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan 
menurut ilmu hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 
kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan moral 
dalam melakukan sesuatu perbuatan (Primavita, Dkk. 2021). Bentuk tanggung 
jawab hukum dokter terhadap pelayanan telemedicine pada struktur 
peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab 
hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. 

Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata, bersumber pada dua dasar 
hukum, yaitu berdasarkan pada wanprestasi (Contractualliability) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata dan  berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 
KUHPerdata. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud 
suatu perbuatan melawan hukum, walaupun di antara para pihak tidak 
terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan 
melawan hukum, harus dipenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur Pasal 
1365 KUHPerdata.  

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang 
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 
menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 
diinterpretasikan bahwa dokter dalam pelayanan telemedicine apabila 
melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian kepada klien maka 
diharuskan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh klien tersebut. 

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 
pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan pihak yang kepentingannya 
dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik 
telemedicine dapat mengajukan ganti kerugian dan apabila dokter terbukti 
tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban penyelenggaraan 
praktik kedokteran maka dokter harus bertanggung jawab langsung untuk 
mengganti kerugian tersebut. 

Pertanggungjawaban Secara Hukum Pidana. Hukum pidana menganut 
asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 KUHP 
disebutkan (Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) “Ketentuan Pidana 
dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang 
melakukan suatu delik di Indonesia” Sekalipun hukum pidana mengenal 
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adanya pengahapusan pidana dalam pelayanan kesehatan, yaitu alasan 
pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana halnya yang terdapat di dalam 
yurisprudensi, namun tidak serta-merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut 
menghapus suatu tindak pidana bagi profesi dokter. Maka apabila seorang 
dokter yang melakukan perawatan, jika terjadi penyimpanan terhadap suatu 
kaidah pidana, sepanjang dokter yang bersangkutan melakukan dengan 
memenuhi standar profesi dan standar kehati-hatian, dokter tersebut masih 
tetap dianggap telah melakukan peristiwa pidana, hanya saja kepadanya tidak 
dikenakan suatu pidana. Dalam proses pembuktian dipengadilan sangat 
penting sekali data medis pasien dijadikan alat bukti (Zami, 2020). Untuk itu, 
maka pelayanan kesehatan menggunakan telemedicine harus memperhatikan 
ketentuan tentang proteksi data agar bilamana diperlukan dikemudian hari 
dapat dijadikan bukti. Disamping itu harus disediakan tenaga ahli dalam 
bidang Forensik IT. Forensik IT atau dikenal dengan computer forensic adalah 
suatu disiplin ilmu turunan yang mempelajari tentang keamanan komputer 
dan membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi 
(Yoga, 2018). 

Perlawanan atau pembebasan terhadap tanggung jawab tersebut hanya 
dapat terjadi apabila si penyelenggara dapat membuktikan bahwa kesalahan 
itu terjadi bukan karena dirinya melainkan karena terjadinya keadaan 
memaksa (force majeure) atau justru terjadi karena kesalahan pengguna, 
dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik itu sendiri. Hal ini hanya 
dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hukum (legal 
audit) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut (Datupalinge & 
Dafid, 2016). 

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, para pihak memiliki 
kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa 
yang mungkin timbul (Riza & Abduh, 2019). Namun sebaiknya, diprioritaskan 
agar pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien, memiliki kepentingan yang 
harus lebih dahulu diutamakan, maka untuk membantu kelancaran proses 
peradilan, hukum yang berlaku adalah hukum dimana pasien bertempat 
tinggal Atau bila tidak ditentukan lain maka dapat diselesaikan berdasarkan 
asas hukum perdata internasional (Afandi et al., 2021).  

Pembagian beban tanggung jawab bilamana terbukti dokter melakukan 
malpraktek adalah dapat dilihat dari dua hal yang pertama berdasarkan pada 
seberapa besar letak kesalahan yang dibuat oleh dokter. Dalam pengertian ini, 
kalau kesalahan berada pada dokter ahli yang memberikan nasehat maka 
dokter yang melaksanakan nasehat sedapat mungkin dikurangi beban untuk 
menanggung kesalahan tersebut. Yang kedua berdasarkan pada pihak mana 
yang memperoleh kontribusi yang paling besar atas penerimaan pembayaran 
jasa. Dokter yang menerima pembayaran jasa yang lebih besar sebagai 
konsekuensinya juga harus bersedia untuk mau menerima tanggung jawab 
yang lebih besar termasuk tanggung jawab hukum bilamana terjadi kesalahan 
malpraktek (Halim et al., 2023). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, setiap orang yang 
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 
baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum 
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Indonesia, yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan/atau 
diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia dapat 
dihukum. Jadi bilamana praktisi medis melakukan malpraktek sehingga 
menimbulkan kerugikan terhadap pasien di Indonesia meskipun hal itu 
dilakukan diluar negeri dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini.  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin 
Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Konsil 
Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan 
Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, tidak ditemukan aturan mengenai 
pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedicine.  

Tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine ditemukan 
dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016. Tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan telemedicine 
dapat didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

Prinsip penerapan yang terbaik (best practices) adalah hal yang sangat 
penting dan sering dikemukakan oleh para teknolog, terutama pada saat suatu 
sistem informasi dan/atau sistem komunikasi berinteraksi dengan kepentingan 
publik. 
 
 
D. PENUTUP 

Perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks layanan konsultasi 
kesehatan online melibatkan pengaduan terhadap dokter yang memberikan 
diagnosis di luar kompetensinya, dengan kemungkinan tuntutan hukum 
berdasarkan perbuatan melawan hukum. Selain itu, penyedia platform 
kesehatan online memiliki kewajiban untuk mencegah kerugian pengguna 
sesuai dengan regulasi teknologi informasi dan perlindungan konsumen. 
Penyelesaian konflik antara pasien dan penyedia layanan dapat melibatkan 
tanggung jawab hukum dokter, dengan aspek hukum perdata, pidana, dan 
administrasi. Dalam hukum perdata, gugatan dapat diajukan berdasarkan 
wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hukum pidana, data 
medis pasien dapat digunakan sebagai alat bukti, dengan perhatian pada 
proteksi data dan melibatkan tenaga ahli Forensik IT. Prinsip penerapan 
terbaik dalam teknologi informasi adalah penting, terutama saat sistem 
informasi berinteraksi dengan kepentingan publik. 
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